




  



  



 

 

 

 

 

 

 

  



  



ABSTRAKSI 

 

 

 

Skiripsi ini berjudul: Persepsi Masyarakat tentang Pelaksanaan 

Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di Desa Muaratais I Kecamatan Batang 

Angkola). Sebagai penelitian kualitatif berbentuk studi lapangan yang bersifat 

deskriftip, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat dan pengetahuan 

masyarakat seputar masalah harta warisan  serta didukung dengan buku-buku yang  

berkaitan dengan skripsi ini sebagai landasan teori dalam penelitian ini. 

 Pelaksanaan pembagian harta warisan telah ditentukan oleh Allah dalam al-

Qur’an, dengan pembagian yang adil sesuai dengan tanggung jawab masing-masing 

ahli waris seperti yang tercantum dalam beberapa ayat al-Qur’an. Dalam masyarakat 

desa Muaratais I cara yang digunakan  dalam pembagian harta warisan dilakukan 

tidak sesuai dengan pembagian harta warisan yang telah ditentukan oleh Allah SWT 

dalam al-Qur’an. 

 Dari  hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, pembagian harta warisan 

yang dilakukan oleh masyarakat desa muaratais I bermacam-macam seperti 

pembagian dengan cara main tunjuk, perdamaian, menyesuaikan dengan far idh, 

menyamakan bagian antara laki-laki dan perempuan, serta cabut lotre. 

Berdasarkan penelitian peneliti yang  dilakukan penulis bahwa pengetahuan 

masyarakat tentang cara dan waktu pembagian harta warisan masih rendah, ini 

disebabkan  kurangnya pengetahuan, kesadaran, serta keinginan untuk menjalankan 

hukum Islam karena telah dipengaruhi  adat yang telah mengakar. Oleh karena itu 

perlu kesadaran bersadaran bersama untuk memperbaikinya khususnya para Tokoh 

Agama, Tokoh Adat, Pemerintah dan Mahasiswa yang memiliki pengetahuan tentang 

hukum kewarisan Islam untuk menuntun masyarakat demi terlaksananya hukum 

Islam khususnya masalah kewarisan. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

 

 Pedoman penulisan kata-kata bahasa arab dalam skripsi ini berpedoman pada transliterasi 

Arab-Latin hasil keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 

Tahun 1987 Nomor: 0543 b/ U/ 1987, sebagai berikut: 

 

1.   Konsonan 

Fonem konsonan Bahasa Arab dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan 

huruf dan sekaligus dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda 

sekaligus. 

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin. 

Huruf Arab Nama  Huruf Latin  Keterangan 

 

 alif  tidak dilambangkan tidak dilambangkan  ا 

 ba  b   be  ب 

 ta  t   te  ت 

 tsa  s   es  ث 

 jim  j   je  ج 

 ha  h   h (dengan titik di bawah)  ح 

 kha  kh   ka dan ha  خ 

 dal  d   de  د 

 zal  z   zed  ذ 

 ra  r   er  ر 

 zai  z   zet (dengan titik di atas)  ز 

 syin  s   es  س 

 syim  sy   es dan ye  ش 

 sad  s   s (dengan koma di bawah)  ص 

 dad  d   de (dengan titik di bawah)  ض 

 ta  t   te (dengan koma di bawah)  ط 

 za  z   zet (dengan titik di bawah)  ظ 

 ain  ‘   koma terbalik‘  ع 

 gain  g   ge  غ 

 fa  f   ef  ف 

 qaf  q   ki  ق 

 lam  l   el  ل 

 mim  m   em  م 

 nun  n   en  ن 

 waw  w   we  و 

 ha  h   he  ه 

 hamzah …   aposrof  ء 

 ya  ya   ye  ي 

 

2.   Vokal 

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau 

monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 



1. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya 

sebagai berikut: 

Tanda  Nama   Huruf latin  Nama 

    َ  fatah   a   a 

    ِ  kasrah   i   i 

    ُ  dammah  u   u 

 

2. Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda  Nama   Huruf latin  Nama 

 fatah dan ya  ai   a dan i  ئ...

 fatah dan wau  au   a dan u  ؤ...

 

3.   Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 Tanda  Nama    Huruf latin Nama 

 ئ...   fatah dan alif atau ya  a  a dan garis di atas  …ئ...ا 

 kasrah dan ya   i  i dan garis di atas   ...ؤ 

 dammah dan wau  u  u dan garis di atas 

 

4.   Ta Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta marbutah hidup 

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatah, kasrah dan dammah, transliterasinya 

adalah /t/. 

2. Ta marbutah mati 

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata 

sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan 

dengan (h). 

 

 

5.   Syaddah (Tasysdid) 

Syaddah atau tasydid dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda 

syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syadda tersebut dilambangkan dengan 

huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

 

6.   Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam 

transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf 

syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah. 

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah 

 



Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan 

bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung 

mengikuti kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah. 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang 

digariskan di depan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti syamsiyyah maupun 

qamariyyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan 

dengan tanda sempang. 

 

7.   Hamzah 

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan opostrof. Namu itu hanya 

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di 

awal kata, dilambangkan, karena dalam tulisan bahasa Arab berupa alif. 

 

8.   Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata baik fiil, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-

kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata 

lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini penulisan kata 

tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

 

9.   Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi 

ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam 

EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri atau 

permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh katan sandang maka yang ditulis 

dengan huruf kapital tetap berhubungan dengan awal nama diri tersebut, bukan huruf awal 

kata sandangnya. 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya 

memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada 

huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. 

 

10. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian 

pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. 

 

Dikutip dari: Hasil Keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 

Tahun 1987 Nomor: 0543 b/ U/ 1987 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Istilah warisan menunjukan harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat 

baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi.
1
 Kata 

waris berasal  dari kata bahasa Arab yaitu m r . Bentuk jamaknya adalah maw

ra , yang berarti harta peninggalan orang yang meninggal yang akan dibagi 

kepada ahli warisnya.
2
 Sedangkan ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu 

maw ri  atau lebih dikenal dengan istilah far idh.
3
 Hal ini karena dalam Islam 

bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah dibakukan dalam al-

Qur’an, meskipun dalam realisasinya sering tidak tepat. Hukum kewarisan dalam 

Islam mendapat perhatian besar, karena pembagiannya sering menimbulkan 

berbagai hal yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati 

pewarisnya. 

Syari’at Islam telah mengatur sistem kewarisan dengan cara yang terbaik, 

adil dan akurat. Oleh karena itu Islam mengakui pemilikan pribadi atas harta 

benda yang didapat dengan cara yang sah. Ia pun mengakui perpindahan harta 

benda yang dimiliki seseorang dimasa hidup kepada ahli warisnya sesudah 

meninggalnya baik laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan antara yang 

                                                 
1
 Hilman Hadikusuma. Hukum Waris Adat, (Bandung : PT. Aditya Bakti, 1993),  hlm. 11.  

2
 Dian Khairul Umam. Fiqh Mawaris, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 11. 

3
 Ibid. 



kecil dan yang dewasa. firman Allah SWT dalam al-Qur’an Surah an-Nisa Ayat 7 

yang berbunyi : 

                          

                  

 

Artinya: Bagi anak laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua 

orangtua dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) 

dari harta peninggalan orangtua dan kerabatnya, baik sedikit atau 

banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.
4
 

 

Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang 

berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian 

yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap 

pewaris, baik dia sebagai anak, ayah, isteri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, 

maupun hanya sebatas saudara seayah atau seibu. Sehingga tidak ada celah  bagi 

seseorang untuk menetapkan bagiannya sesuai dengan kehendaknya sendiri. 

Dengan demikian al-Qur'an merupakan acuan utama hukum dan penentuan 

pembagian waris, sedangkan ketetapan tentang kewarisan yang diambil dari 

hadits Rasulullah SAW dan ijma' para ulama sangat sedikit. Dapat dikatakan 

bahwa dalam hukum dan syariat Islam sedikit sekali ayat al-Qur'an yang merinci 

suatu hukum secara detail dan rinci, kecuali hukum waris ini. Hal demikian 

disebabkan kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dan 

                                                 
4
 Al-Qur’an. surat an-Nisa Ayat 7, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur’an, 

Al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama,  2004, hlm.78. 



dibenarkan AlIah SWT. Di samping bahwa harta merupakan tonggak penegak 

kehidupan baik bagi individu maupun kelompok masyarakat.  

Kewarisan tentunya tidak lepas dari harta peninggalan. Harta peniggalan 

adalah harta yang akan dibagikan kepada ahli waris.
5
 Atau dengan kata lain harta 

peninggalan ialah harta yang secara keseluruhannya terlihat ada hubungan 

pemilikannya dengan si mayit, kemudian dikurangi dengan hutang keluarga, 

dipisahkan dan ditentukan  harta suami (yang meninggal) dari harta isteri, 

terakhir harta suami ini dikurangi dengan hutang dan wasiat.
6
  

Sebelum melangkah kepada pembagian harta peninggalan kepada ahli 

waris maka lebih dahulu akan dilaksanakan beberapa hak-hak  yang harus 

didahulukan seperti biaya pengurusan jenazah, melunasi hutang serta memenuhi 

wasiatnya. 

Setelah semua hak-hak si mayit telah dilaksanakan maka harta warisan 

dapat dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing yang 

telah ditentukan oleh Allah dalam kitab suci al-Qur’an pada surat an-Nisa Ayat 

12: 

                        

                        

                    

                                                 
5
 Sajuti Thalib. Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, ( Jalarta : Sinar Grfika, 2004), hlm.92.  

6
 Ibid. 



                           

                          

                         

                    

 

Artinya:  Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh 

isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu 

itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang 

ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) 

sesuduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta 

yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu 

mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta 

yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau 

(dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik 

laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak 

meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu 

saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-

masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika 

saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu 

dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya 

atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat 

(kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) 

syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi 

Maha Penyantun.
7
 

 

Ayat di atas menunjukkan  bahwa pembagian harta warisan telah diatur dengan 

adil sesuai dengan bagian masing-masing.  

Namun dalam prakteknya penulis melihat masyarakat tidak ada yang 

menjalankannya pembagian harta warisan sesuai dengan syari’at Islam. Dalam  

                                                 
7
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masyarakat desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola, pembagian harta 

warisan dilakukan bukan dengan menggunakan hukum Islam tetapi 

menggunakan hukum adat. Ini terlihat dari 12 Keluarga yang telah melakukan 

pembagian harta warisan, semuanya membagikan harta warisan dengan cara 

pembagian yang telah biasa dilakukan (hukum adat) yang dianggap mudah dan 

praktis. 

Hal ini sangat berbeda dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah SWT 

dalam al-Qur’an. Kesenjangan antara terori dengan praktek terlihat disini, 

dimana di dalam al-Qur’an telah dijelaskan bahwa bagian-bagian setiap ahli 

waris telah ditetapkan sesuai dengan tanggung jawab yang dipikul oleh masing-

masing ahli waris.  

Oleh sebab itu dari uraian diatas penulis mencoba untuk mendeskripsikan 

hal tersebut dengan membuat sebuah penelitian untuk melihat kapan dan 

bagaimana pembagian harta warisan dalam masyarakat sampai pada jawaban dari 

masalah ini, melalui sebuah tulisan ilmiah dengan judul penelitian : Persepsi 

Masyarakat tentang Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus 

di Desa Muaratais I Kec. Batang Angkola). 

B. Rumusan Masalah  

Dari uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam bentuk 

pertanyaan sebagai berikut : 

1. Bagaimana Persepsi Masyarakat tentang Pelaksanaan Pembagian Harta 

Warisan (Studi Kasus di Desa Muaratais I kecamatan Batang Angkola)? 



C. Tujuan  Penelitian dan Kagunaan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui Persepsi Masyarakat tentang Pelaksanaan 

Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di Desa Muaratais I 

Kecamatan Batang Angkola. 

Sedangkan kegunaan penulis melaksanakan penelitian ini  adalah: 

1. Sebagai kontribusi pemikiran seputar pelaksanaan pembagian harta 

warisan. 

2. Sebagai sosialisasi Hukum Islam kepada Masyarakat mangenai  

pembagian harta warisan. 

3. Untuk menambah wawasan penulis dan bagi masyarakat yang 

mempunyai masalah seputar pembagian harta warisan.  

4. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam 

pada jurusan Syariah dilingkunan Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri (STAIN) Padangsidimpuan. 

D. Batasan istilah 

Untuk menghindari terjadi kesalahpahaman istilah dalam skripsi ini, 

penulis membuat batasan istilah sebagai berikut :  

1. Persepsi adalah tanggapan langsung dari sesuatu serapan, proses seseorang 

mengetahui beberapa hal melalui panca indera.
8
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2. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti yang seluas-luasnya dan 

terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
9
 

3. Pelaksanaan adalah perbuatan untuk mempraktekkan sesuatu.
10

 

4. Pembagian adalah proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan.
11

  

5. Harta adalah barang-barang yang menjadi kekayaan, harta yang menjadi 

milik seseorang.
12

 

6. Warisaan adalah sesuatu yang diwariskan seperti harta.
13

  

7. Studi Kasus adalah penelitian ilmiah yang mengkaji tentang keadaan yang    

sebenarnya dari suatu urusan atau perkara. 

8. Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang 

mempunyai sistim pemerintahan sendiri dikepalai oleh seorang kepala 

desa.
14

 

9. Muaratais I adalah salah satu desa yang terletak di kecamatan Batang 

Angkola. 

Dengan demikian, yang dimaksud dalam penelitian ini sesuai dengan 

judul tersebut adalah merupakan suatu kajian tentang bagaimana persepsi 

masyarakat tentang Pelaksanaan pembagian harta warisan (Studi Kasus di Desa 

Muaratais I Kecamatan Batang Angkola). 
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E. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini dibuat sistematika pembahasan 

sebagai berikut : 

BAB I adalah Pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, 

Sistematika Pembahasan. 

BAB II adalah membahas tentang landasan teori yang terdiri dari : Pengertian 

dan Dasar Hukum Kewarisan Islam, Asas-asas Kewarisan Islam, Harta Warisan, 

Sebab-Sebab Mendapat Warisan, Orang-orang yang Berhak Menerima Harta 

Warisan. 

BAB III adalah membahas tentang metodologi penelitian yang terdiri dari: 

Gambaran Umum Lokasi , Jenis Penelitian, Subjek dan Informan penelitian, Sumber 

Data, Tekhnik Pengumpulan Data , Pengelolaan dan Analisis Data  

BAB IV adalah membahas tentang hasil penelitian yaitu terdiri dari: Deskripsi 

Data, Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di Desa Muaratais I 

Kecamatan Batang Angkola), Analisis Penulis. 

BAB V adalah penutup yang terdiri dari : Kesimpulan dan Saran-saran.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

A. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam 

Hukum kewarisan Islam adalah mengatur peralihan harta seseorang yang 

meninggal dunia kepada yang  masih hidup dan aturan tentang peralihan harta ini 

dikenal dengan istilah Far idh, Fiqh Maw ri ,dan Hukum al-Wari , dan kata 

yang lazim digunakan adalah kata Far idh.
1
 

Istilah waris berasal  dari bahasa Arab dari kata: 

.تراثا -وراثة  -إرثة  -إرثا  -ورثا  -ڍرث  -ورث  
2
  

       artinya : mempusakai harta. 

Lafaz al-Maw ri merupakan jamak dari kata M ((الموارث ra  ,(مڍرث) 

maksudnya adalah harta peninggalan yang ditingalkan oleh si mayit dan diwarisi 

oleh yang lainnya (ahli waris). 

Al-Qur‟an dan Hadits merupakan dasar hukum yang mengatur tentang 

pembagian harta warisan. Masalah kewarisan dapat dijumpai dalam bebarapa 

ayat al-Qur‟an baik itu secara langsung atau tidak langsung berkenaan dengan 

kewarisan. Fiman Allah dalam surat an-Nisa ayat 33 : 
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                      

                          

 

Artinya: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak 

dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) 

orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka 

berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan 

segala sesuatu.
3
 

 

Setelah menjelaskan mengenai harta pusaka dengan pewarisnya 

kemudian al-Qur‟an juga telah mengatur masalah pembagian harta warisan dan 

siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisan. Firman Allah dalam Surat 

An-Nisa ayat 7: 

                          

                 

 

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak 

dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta 

peninggalan ibu, bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak 

menurut bahagian yang telah ditetapkan.
4
 

 

Penyebab turunnya ayat ini adalah dalam suatu riwayat dikemukakan 

bahwa kebiasaan kaum jahiliyah tidak memberikan harta warisan kepada anak 

perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa. Ketika seorang Anshar 
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bernama Aus bin Tsabit yang meninggal dan meninggalkan dua orang putri dan 

satu anak laki-laki yang masih kecil, datanglah dua orang anak pamannya 

bernama Khalid dam „Arfatha yang menjadi ashabah mereka mengambil semua 

harta peninggalannya. Maka isteri Aus bin Tsabit kepada Rasulullah, untuk 

menerangkan kejadian itu Rasulullah SAW bersabda: “Saya tidak tahu apa yang 

harus saya katakan”, maka turun ayat tersebut sebagai penjelasan bagaimana 

hukum waris dalam Islam.
5
 

Setiap ahli waris akan mendapatkan bagian sesuai dengan yang telah 

ditentukan oleh Allah SWT  dalam al-Qur‟an. Bagian yang di dapatkan tersebut 

disesuaikan dengan tanggung jawab masing-masing ahli waris, firman Allah 

dalam al-Qur‟an Surat an-Nisa ayat 11: 

                               

                              

                            

                            

                             

         

Artinya:  Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-

anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian 
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dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan 

lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang 

ditinggalkan jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia 

memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-

masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang 

meninggal itu mempunyai anak; jika pewaris tidak mempunyai anak 

dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat 

sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka 

ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) 

sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar 

hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak 

mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) 

manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya 

Allah Maha mengetahui lagi maha bijaksana.
6
 

 

Dari ayat diatas dapat kita lihat bahwa bagian laki-laki dua kali bagian 

perempuan karena kewajiban atau tanggung jawab seorang anak laki-laki lebih 

berat dibandingkan dengan anak perempuan, seperti kewajiban membayar 

maskawin dan memberi nafkah. 

Ayat ini turun karena dalam suatu riwayat  dikemukakan bahwa Rasulullah 

disertai Abu Bakar berjalan kaki melihat Jabir bin Abdillah sewaktu sakit keras 

di kampung Bani Salamah. Ketika didapatinya tidak sadarkan diri, beliau 

meminta air untuk berwudu dan memercikkan air kepadanya sehingga sadar. 

Lalu berkata Jabir “Apa yang tuan diperintahkan padaku tentang harta bendaku?” 

maka turunlah ayat tersebut di atas.
7
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B. Asas-Asas Kewarisan Islam 

Asas menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia mempunyai arti dasar 

(yang menjadi tumpuan berpikir  yang sangat mendasar).
8
 Asas - asas kewarisan 

Islam dapat digali dari ayat-ayat  hukum kewarisan serta Sunnah Rasul 

Muhammmad SAW.
9
 Berbagai asas hukum inilah yang memperlihatkan 

karakteristik dari kewarisan Islam itu sendiri. Asas-asas yang dimaksud dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

1. Asas Ijbari 

Secra etimologis kata ijbari mengandung arti paksaan (compulsory), 

yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri.
10

 Dalam hal hukum waris 

berarti terjadinya peralihan harta seseorang  yang telah meninggal dunia 

kepada orang yang masih  hidup dengan sendirinya, tanpa ada perbuatan 

hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris, dengan kata lain dengan 

adanya kematian si pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli 

warisnya. 

Ketentuan asas ijbari ini dapat dilihat dalam al-Qur‟an surat An-Nisa 

ayat 7 sebagai berikut : 
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                       

                      

Artinya :  Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, 

bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian 

(pula) dari harta peninggalan ibu, bapak dan kerabatnya, baik 

sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.
11

 

 

Ayat ini menjelaskan bahwa bagi seorang laki-laki maupun 

perempuan ada bagian dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya. 

Kata nasib dalam ayat tersebut berarti saham, bagian atau jatah dari harta 

peninggalan pewaris.
 12

 Dengan kata lain bahwa dengan meninggalnya 

orangtua atau kerabatnya secara otomatis akan beralih kepada ahli 

warisnya, tanpa terkecuali. 

2. Asas Bilateral 

Asas bilateral dalam  hukum  kewarisan  Islam mengandung arti 

bahwa harta warisan beralih pada kepada atau melalui dua arah.
13

  Hal ini 

berarti bahwa setiap seorang menerima hak warisan dari kedua belah 

pihak garis kerabat, yaitu garis keturunan laki-laki maupun garis 

keturunan perempuan. Antara lain dalam surat an-Nisa ayat 7 

dikemukakan bahwa seorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari 
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pihak ayahnya dan demikian juga dari pihak ibunya, begitu juga dengan 

perempuan mendapatkan warisan dari kedua pihak orangtuanya.
14

 

3. Asas Individual 

Asas individual ini adalah setiap ahli waris (secara individual) 

berhak atas bagian yang didapatkan tanpa terikat pada ahli waris yang 

lainnya.
15

 Hal ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai 

pribadi yang mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan 

menjalankan kewajibannya, setiap ahli waris berhak menuntut secara 

sendiri-sendiri harta warisan itu. Bagian yang diperoleh oleh ahli waris 

dari harta pewaris, dimiliki secara perorangan, ahli waris yang lainnya 

tidak ada sangkut-paut sama sekali dengan bagian yang diperolehnya 

tersebut dan ia berhak penuh atas harta  warisannya tersebut.
 
 

Dalam al-Qur‟an surat an-Nisa ayat 7 dijelaskan bahwa secara 

individual laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama yaitu hak 

memperoleh harta warisan dari harta peninggalan orang tua dan 

kerabatnya. Besar bagian yang diterima sesuai dengan banyaknya harta 

warisan sesuai bagian yang ditetapkan dalam al-Qur‟an.  

4. Asas Keadilan Berimbang 

Maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan 

keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan 
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kegunaannya.
16

  Perbedaan jenis kelamin tidak menentukan hak kewarisan 

Islam. Artinya sama halnya dengan laki-laki, perempuan juga 

mendapatkan hak yang sama kuat dalam hal warisan. Hal ini sangat jelas 

disebutkan dalam surat an-Nisa ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-

laki dan perempuan dalam hak mendapatkan warisan.Untuk jumlah yang 

diterima, laki-laki mendapatkan bagian yang lebih banyak atau dua kali 

lipat dari yang didapat oleh perempuan. 

5. Kewarisan Semata Akibat Kematian  

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada 

orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan berlaku setelah yang 

mempunyai harta meninggal  dunia.
17

 Asas ini berarti bahwa harta 

seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris 

selama yang mempunyai harta masih hidup. Dengan demikian Kewarisan 

Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat 

kematian semata. 

C.  Harta Warisan 

1.  Pengertian Harta Warisan (Tirkah) 

Al- Qur‟an telah menjelaskan bahwa ada dua jenis harta yaitu harta 

yang dilarang mengambilnya serta harta yang dibolehkan atau halal untuk 

diambil. Diantara harta yang haram untuk diambil tersebut misalnya 
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mengambil harta anak yatim, sedangkan harta yang halal untuk diambil 

seperti mangambil harta warisan. Menurut hukum Islam harta warisan adalah 

segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat 

beralih kepada ahli warisnya.
18

 Dalam pengertian lain Harta Warisan (tirkah) 

adalah apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia baik 

berupa harta maupun hak.
19

  

Harta peninggalan terdiri atas  benda dan hak-hak  yang pembagiannya 

dilakukan menurut bagian yang ditentukan sesudah ditunaikan kewajibannya. 

Inilah yang  dibagi-bagi oleh para ahli waris sebagai harta warisan. 

Pembagian harta Warisan  atau Harta Peninggalan  diatur dalam al-Qur‟an 

dalam surah An-Nisa ayat 7 dengan istilah Tarakah atau harta yang 

ditinggalkan. 

                      

                      

Artinya :  Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, 

bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian 

(pula) dari harta peninggalan ibu, bapak dan kerabatnya, baik 

sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.
20

 

 

 

 

2. Hak-hak yang Berhubungan dengan Harta  Warisan (Tirkah) 
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Ada beberapa hak yang berhubungan dengan harta warisan sebelum 

dilakukannya pembagian harta warisan. Kewajiban ahli waris terhadap 

pewaris ini dimuat dalam pasal 175 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang 

bunyinya:  

(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah : 

a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah 

selesai. 

b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa  pengobatan, 

perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun menagih 

piutang. 

c. Menyelesaikan wasiat pewaris. 

d. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.
21

 

Berikut ini akan dijelaskan satu persatu. 

a. Biaya Pemeliharaan/Perawatan Jenazah (tajh z al-jan zah) 

Perawatan jenazah dimaksudkan meliputi seluruh biaya 

yang dikeluarkan sejak orang tersebut meninggal dunia.
22

 Dari 

biaya memandikan, mengkafani, mengahantar (mengusung) dan 

menguburkannya. 

Walaupun dalam al-Qur‟an tidak dijelaskan sama sekali 

tentang biaya pengurusan jenazah merupakan hal pertama yang 
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dilakukan sebelum melakukan pembagian harta warisan. Biaya 

pemeliharaan ini sesuai dengan kepentingannya, tanpa berlebih-

lebihan dan tidak menyulitkan orang lain. Hal ini sesuai dengan 

firman Allah dalam surat al-Furqan ayat 67 : 

                  

       

Artinya: Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), 

mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan 

adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara 

yang demikian.
23

 

 

Penyelenggaraan jenazah harus sesederhana mungkin supaya 

tidak mengurangi harta warisan yang akan dibagikan kepda ahli 

waris. Termasuk jumlah biaya pengurusan jenazah ini 

dibebankan kepada harta yang ditinggalkan.
24

 

b. Melunasi Hutang-hutang si mayit 

Hutang dari seseorang yang telah meninggal tidak 

menjadi beban ahli waris, sebab hutang tetap menjadi tanggung 

jawab dari yang meninggal dunia (pewaris) yang dibebankan 

kepada harta yang ditinggalkannya.
25

 Harta warisan tidak boleh 
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dibagikan sebelum hutangnya dilunasi, sebagaimana sabda 

Rasulullah SAW : 

 عن  زائدةحدثنا أبو أسامة عن زكري ابن أبى  حدثنا محمود بن غيلان 

 االله علیه صلىسعد بن إبرهیم عن أبى سلمة عن ابن هریرة عن النبى 

26﴾الترمذي روہ ﴿ حتى ڍقض عنه من معلقة بدينه ٶالم وسلم نفس
 

 
       Artinya : Menceritakan kepada kami Mahmud bin Gilan, 

menceritakan  kepada kami Abu Asamah dari 

Zakaria bin Abi Za‟idah dari Sa‟ad bin Ibrahim dari 

Salamah dari bin Hurairah bahwasanya Nabi SAW 

bersabda: jiwa seorang mikmin disangkutkan dengan 

hutangnya, sehingga hutangnya itu dilunasi. 

 

Pembayaran hutang itu diambil dari harta warisan sebelum harta 

tersebut dibagikan oleh ahli warisnya. 

c. Memenuhi wasiat 

Jika telah mengeluarkan biaya pengurusan jenazah serta 

telah membayarkan hutang dan harta peninggalan masih ada 

maka tindakan selanjutnya adalah menyerahkan wasiat yang 

dibuat pewaris kepada pihak yang berhak. Wasiat adalah 

tindakan seseorang yang menyerahkan hak kebendaannya 

kepada orang lain yang berlakunya apabila yang 

menyerahkannya itu telah meninggal dunia.
27

 Firman Allah 

dalam al-Qur‟an surat al-Baqarah ayat 180: 
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                     

                       

Artinya : Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu 

kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan 

harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan 

karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban 

atas orang-orang yang bertakwa.
28

 

 

Pelaksanaan wasiat dilakukan setelah diselesaikannya 

biaya pengurusan jenazah serta telah melunasi hutangnya. 

Biasanya wasiat diberikan kepada orang yang bukan ahli waris. 

Setiap orang berhak untuk berwasiat tanpa menunggu 

persetujuan dari siapa pun, dan jumlahnya tidak boleh lebih dari 

1/3 harta, bila lebih dari 1/3 harta maka harus memperoleh 

persetujuan dari ahli waris. Hal ini sesuai dengan pasal 201 

Kompilasi Hukum Islam  yang berbunyi : “Apabila wasiat 

melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada 

yang tidak menyetujuinya. Maka wasiat hanya dilaksanakan 

sampai batas sepertiga harta warisan”.
29

 

 

d.  Membagi Sisa  Harta Warisan  
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Setelah biaya pengurusan jenazah, hutang dan wasiat telah 

ditunaikan, maka bila masih ada sisa harta inilah yang kan dibagikan 

kepada ahli warisnya sesuai dengan petunjuk al-Qur‟an.
30

 

D. Sebab-Sebab Mendapat Warisan 

Sebab-sebab seseorang menerima harta warisan yang berlaku dalam 

syari‟at Islam ada tiga yaitu : 

1. Sebab Kekerabatan (Keturunan) 

Kekerabatan adalah hubungan nasab antara orang yang orang yang 

mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh 

kelahiran.
31

 Kekerabatan menjadi sebab mempusakai yang paling kuat 

dikarenakan kekerabatan itu termasuk unsur causalitas adanya seseorang 

yang tidak dapat dihilangkan. Berebeda dengan perkawinan ia merupakan 

hal yang baru dan bisa pula dihilangkan. 

Dalam hal kekerabatan ini yang di utamakan adalah anak sebagai 

ahli waris utama yang mempunyai ketentuan. Disamping anak-anak si 

pewaris harta warisan itu juga dapat diwarisi oleh anak cucu dari silsilah si 

pewaris, jika ia tidak mempunyai anak dan cucu tidak ada sama sekali, 

orang tua dari yang meninggal dunia berhak atas harta warisan bersama 

dengan jandanya bila ada. Apabila orang tua itu meninggal lebih dahulu, 
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yang berhak atas harta warisan ialah  saudara-saudara sekandung orang 

yang meninggal.
32

 

2. Sebab Perkawinan 

Yakni mendapatkan warisan disebabkan aqad nikah yang sah 

dengan si mati (antara suami atau istri).
33

 Seseorang dapat memperoleh 

harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan 

perkawinan antara si mayit dengan seseorang tersebut, yang termasuk 

dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri dari si mayit, dalam artian 

bahwa suami ahli waris bagi isterinya dan isteri menjadi ahli waris bagi 

suaminya. Karena adanya hubungan hukum antara suami dan isteri yaitu 

hubungan perkawinan. 

Berlakunya hubungan kewarisan antara suami dengan isteri di 

dasarkan pada dua ketentuan: 

a. Antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah sesuai 

dengan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi 

“perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya. 
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b. Hubungan kewarisan disebabkan oleh hubungan perkawinan 

adalah bahwa suami isteri masih terikat perkawinaan saat salah 

satu pihak meninggal.
34

 

3. Memerdekakan Seorang Hamba (al-Wala’) 

Seseorang dapat menjadi ahli waris dan mendapatkan harta 

warisan disebabkan karena memerdekakan seorang hamba sahaya atau 

melalui perjanjian tolong menolong,
35

 dalam hal ini dapat seorang 

perempuan atau seorang laki-laki. Namun hal ini untuk sekarang telah 

jarang ditemukan bahkan hampir telah tidak ada. Hapusnya perbudakan 

adalah salah satu bukti keberhasilan misi Islam.
36

                                                                                    

E. Orang-Orang yang Berhak Menerima Harta Warisan (Ahli Waris) 

1. Pengertian Ahli Waris  

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak atas harta orang yang 

meninggal. 
37

 yang berhak menerima harta warisan adalah karena hubungan 

keluarga, pernikahan, maupun memerdekakan hamba  sahaya (wala’). 

Mewarisi menurut bahasa arab berasal dari kata wara a (ٽور), yuri u (ٽڍر), 

ir an (إرثا) , wam r an (وميراثا), yang artinya mewarisi harta. Firman Allah 

dalam surah Al-qasas ayat 58 : 
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….             

Artinya : dan Kami adalah Pewaris(nya).
38

 

 

Dapat disimpulkan bahwa mewarisi menurut bahasa adalah  

berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain,  atau dari suatu kaum 

kepada kaum lain. Sedangkan menurut istilah mewarisi merupakan 

berpindahnya hak milik dari pewaris kepada ahli warisnya yang hidup, baik 

yang ditinggalkan itu berupa harta atau hak-hak syariah. 

2. Syarat dan Rukun Pewarisan 

a. Syarat-syarat mewarisi 

Syarat-syarat pewarisan ada tiga macam yaitu:  

1. Meninggalnya pewaris (muw ri ), dengan sebenarnya maupun 

secara hukum.
39

 Jadi jelas syarat yang pertama adalah bahwa 

pewaris telah benar-benar meninggal,  karena bila ia masih hidup 

ia masih bisa mengurus harrtanya sendiri tanpa harus 

memindahkannya kepada yang lain, namun  bila telah ia telah 

meninggal ia idaka akan bisa lagi mengurusnya dan yang kan 

mengurusnya adalah ahli warisnya. 
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2. Hidupnya ahli waris setelah kematian si pewaris.
40

 Ahli  waris 

masih benar-benar hidup ketika pawaris meningg al dunia, dan ini 

merupakan syarat mutlak bagi ahli waris agar dapat menerima 

harta warisan. 

3. Tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang 

pewarisan.
41

 Posisi penerimaan harta warisan diketahui secara 

jelas agar sesuai dengan ketentuan far idh terkait dengan sebab ia 

menerima harta warisan tersebut serta untuk mengetahui terhalang 

atau tidaknya seseorang menjadi ahli waris. 

b. Rukun-Rukun Pewarisan 

Rukun pewarisan juga terdiri dari 3 macam yaitu: 

1. Ahli waris yaitu orang-orang yang dihubungkan dengan si mati 

dengan salah satu sebab-sebab pewarisan. Yaitu orang yang 

mempunyai hubungan  penyabab kewarisan  dengan si pewaris, 

sehingga dia memperoleh warisan, misalnya hubungan 

kekerabatan, pernasaban, perkawinan, dan sebagainya. 

2. Pewaris, yaitu si mati, baik mati hakiki  maupun hukum. 

3. Warisan, dinamakan juga  dengan peninggalan (Tirkah) yaitu harta 

atau hak yang berpindah dari si pewaris kepada ahli waris.
42
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3. Dzawil Furudl 

Ahli  waris  dzawil  Furudh adalah para ahli waris yang mempunyai 

bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syara‟ (dalam al-Qur‟an), yang 

bagian itu tidak akan bertambah atau berkurang kecuali dalam masalah-

masalah yang terjadi radd atau ‘aul.
43

 Bagian-bagian yang dimaksud adalah 

½, ¼, , , , dan . Orang-orang yang dapat mewarisi seorang 

yang maninggal dunia itu berjumlah 25 orang yang terdiri dari 15 orang 

laki-laki dan 10 orang perempuan. Adapun ahli  waris laki-laki tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1. Anak laki-laki 

2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah 

3.  Ayah 

4. Kakek (ayah dari ayah) dan seterusnya ke atas  

5. Saudara laki-laki sekandung 

6. Saudara laki-laki seayah 

7. Saudara laki-laki seibu 

8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung 

9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah 

10. Paman (dari pihak ayah) yang sekandung dengan ayah 

11. Paman (dari pihak ayah) yang seayah dengan ayah 

12. Anak laki-laki dari paman sekandung 

13. Anak laki-laki dari paman seayah 

14. Suami pewaris 

15. Majikan yang telah memerdekakannya.
44

 

 

Demikian rincian ahli waris dari golongan laki-laki, selain dari mereka 

tidak ada lagi  yang berhak mendapatkan harta warisan. Tetapi bila semua ahli 
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waris diatas ada, tidak semuanya mendapatkan harta warisan,  hanya ada tiga 

orang yang men dapatkan warisan, yatitu: 

1. Ayah. 

2. Anak. 

3. Suami.
45

 

Adapun ahli waris dari pihak perempuan ada sepuluh orang yaitu 

sebagai berikut: 

1. Anak perempuan  

2. Anak  perempuan dari anak laki-laki 

3. Ibu  

4. Ibunya ibu 

5. Ibunya ayah 

6. Saudara perempuan sekandung 

7. Saudara perempuan seayah 

8. Saudara perempuan seibu 

9. Istri 

10. Majikan perempuan yang memerdekakan budaknya. 
46

 

 

Bila sepuluh orang tersebut semuanya ada, maka yang mendapatkan 

warisan hanya lima orang saja yaitu: 

1. Anak perempuan 

2. Anak perempuan dari anak laki-laki 

3. Ibu  

4. Sauaadara perempuan seibu seayah 

5. Istri.
47

  

 

Dan bila semua ahli waris yang 25 orang tersebut semuanya ada, maka 

yang mendapatkan warisan adalah: 
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1. Ayah.  

2. Ibu . 

3. Anak laki-laki.  

4. Anak perempuan. 

5. Suami.
48

 

 

Demikianlah orang-orang yang termasuk dalam golongan dzawil 

furudh dalam kewarisan Islam. 

4. Dzawil Arham  

Selain dari orang-orang yang tersebut di atas, ada juga yang 

dinamakan dzawil arham yaitu seluruh keluarga yang mempunyai 

hubungan kerabat orang yang meninggal.
49

 Setiap orang yang mempunyai 

hubungan kerabat dengan si pewaris selain 25 orang yang yang tersebut 

di atas, yang mana mereka tidak mempunyai bagian tertentu dalam Al-

Qur‟an.
50

 

Yang termasuk dalam golongan dzawil arham adalah sebagai 

berikut: 

 

1. Cucu dari anak perempuan 

2. Kemenakan dari (anak dari) saudara perempuan  

3. Kemenakan perempuan dari saudara laki-laki 

4. Paman seibu (saudara ayah seibu) 

5. Paman dari pihak ibu (saudara perempuan seibu) 

6. Bibi dari pihak ibu (saudara perempuan ibu) 

7. Bibi dari pihak ayah (saudara perempuan ayah) 

8. Kakek dari pihak ibu(ayahnya ibu) 

9. Nenek (perempuan) dari pihak ayah / pihak ibu (ibunya 

ayah/ibu) 

10. Saudara sepupu perempuan (anak perempuan paman) 
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11. kemenakan dari saudara laki-laki yang seibu.
51

 

 

    Kesebelas  orang-orang tersebut adalah yang termasuk dalam golongan 

dzawwil arham dalam kewarisan Islam.  
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BAB III  

          METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di desa Muaratais I Kecamatan Batang 

Angkola. Desa Muaratais I merupakan salah satu dari 36 desa yang ada 

dikecamatan Batang Angkola dengan luas wilayah seluas ±10,50 Km
2 

bertipograf datar. Dari letak Geografis (ilmu bumi) Desa Muaratais I tersebut 

merupakan wilayah di kecamatan Batang Angkola yang cukup strategis dan 

letaknya berjarak 13 Km dari pusat kota Padangsidimpuan, dengan batas-

batas sebagai berikut: 

- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bintuju. 

- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Muaratais II. 

- Sebelah Utara berbatasan dengan Perhutanan Rakyat. 

- Sebelah Selatan berbatasan Desa Pargumbangan.
1
  

Penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat desa Muaratais I sebagai 

objek penelitian, karena menurut pengamatan peneliti pembagian harta warisan 

dilakukan setelah meninggal kedua orangtua, selain itu untuk memberikan 

kemudahan bagi peneliti mendapatkan informasi, serta menghemat waktu dan 

                                                 
1
 Data Administrasi dan  peta Kecamatan Batang Angkola tahun 2011. 



biaya bagi pribadi peneliti. Yang pada akhirnya memberikan masukan-masukan 

kepada masyarakat yang merupakan desa kelahiran peneliti.  

2. Keadaan Sosial  Kemasyarakatan Penduduk  

Secara Demografi (Ilmu Kependudukan) Desa Muaratais I merupakan 

sebuah desa di kecamatan Batang Angkola yang dipimpin oleh kepala desa 

bernama Bahrianto. Desa Muaratais I pada umumnya dihuni oleh suku batak 

yang terdiri dari marga Dalimunthe, Harahap, Siregar, Hasibuan, dan 

Nasution. Masyarakat Desa Muaratais I  juga masih dipengaruhi oleh Raja ni 

Huta jadi secara otomatis segala sesuatunya masih dipengaruhi oleh hukum 

adat, karena itu tingkat pemahaman dan kesadaran terhadap hukum Islam 

kurang, baik dan aplikasi yang terlihat dilapangan tidak dilaksanakan, apalagi 

dalam hal pembagian harta warisan (far idh). Dilihat dari segi 

kemasyarakatan sebagaimana kebanyakan masyarakat di Tapanuli Selatan, 

desa Muaratais I dikenal dengan desa harajaon yang kehidupannya masih 

kental dengan adat istiadat, baik itu dalam pernikahan tidak terkecuali dalam 

hal warisan. Dalam membagikan harta warisan masyarakatnya lebih kepada 

menggunakan hukum adat dari pada hukum Islam (far idh), meskipun pada 

teorinya hukum Islam tetap diutamakan, namun pada kenyataan banyak sekali 

yang membagikannya tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal ini bisa dilihat 

dari waktu pembagian harta warisan sampai pada cara pembagiannya. 



Demikianlah kondisi kemasyarakatan di desa Muaratais I,  pengaruh 

adat yang masih kental membuat hukum  hukum Islam sering 

terkesampingkan dan dimaklum-maklumi. Bukan hanya karena pendidikan 

yang rendah namun karena pegaruh adat yang ada. 

3. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia 

Penduduk desa Muaratais I berjumlah 857 jiwa yang terdiri dari 405 

laki-laki dan 552 orang perempuan yang tersebar pada 223 kepala keluarga. 

Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah keadaan penduduk berdasarkan tingkat 

usia: 

TABEL I 

KEADAAN PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT USIA 

 

No Umur L P Jumlah persentase 

1        0 - 5    tahun 31 42 73   8,5 % 

2        6 - 10  tahun 35 51 86 10    % 

3 11 - 15  tahun 44 53 97 11,3 % 

4 16 - 20  tahun 47 51 98 11,4 % 

5 21 - 25 tahun 64 49 113 13,2 % 

6 26 - 30 tahun 56 63 119 13,9 % 

7 31 - 35 tahun 34 35 69  8,2 % 

8 36 - 40 tahun 20 31 51  5,9 % 

9 41 - 45 tahun 28 20 48  5,6 % 

10 46 - 50 tahun 13 23 36  4,2 % 

11 51 - 55 tahun 10 17 27  3,2 % 

12 56 - 60 tahun 12 8 20  2,3 % 

13      61 tahun ke atas 11 9 20  2,3 % 

JUMLAH 403 452 857    100  % 

 

Data Administrasi desa Muaratais I 2011 

 

 

 

4. Mata Pencaharian Penduduk 



Bila ditinjau dari mata pencaharian, penduduk desa Muaratais  I 

sebahagian besar berprofesi sebagai petani, ada juga yang berprofesi sebagai 

pegawai negeri sipil, veteran dan pedagang, ini dapat dilihat dari tabel berikut:  

TABEL II 

MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DESA MUARATAIS I 

 

No Mata Pencaharian 
Jumlah keala  

Keluarga 
Persentase 

1 Petani 192 86,09 % 

2 PNS 15 6,73 % 

3 Pedagang 9 4,04 % 

4 Veteran  7 3,14 % 

Jumlah 223 100 % 

   

Data Administrasi desa Muaratais I 2011 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas mata pencaharian dari 

masyarakat di Desa Muaratais I adalah bertani, karena tanah di Muaratais I 

tergolong tanah subur jadi cocok untuk pertanian. Ini terlihat dari sekitar 

86,09 % berprofesi sebagai Petani, selain itu sebagian kecil sekitar 4, 04 %  

dari penduduknya berfropesi sebagai Pedagang, 3,14 % adalah veteran   dan 

6,73 % lagi berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

5. Pendidikan dan Agama Penduduk 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupann 

manusia. Dengan ilmu manusia akan lebih mudah dalam menjalani 

kehidupan. Dan Allah juga telah menegaskan dalam al-Qur’an akan 

meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Pendidikan masyarakat desa 

Muaratais I dapat dilihat dari tabel berikut ini : 



                                                  TABEL III 

MASYARAKAT DESA MUARATAIS I DILIHAT  

DARI PENDIDIKANNYA 

 

No Pendidikan Jumlah Persentase 

1 Belum sekolah 73 20,3 % 

2 SD 108 30,1 % 

3 SMP / MTs 92 25,6 % 

3 SMA / MAN 61 17,0 % 

4 Perguruan Tinggi 25   7,0 % 

Jumlah 359 100 % 

 

Data Administrasi desa Muaratais I, 2011 

 

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa pendidikan di Desa Muaratais I 

sangat diperhatikan. Hal ini didukung dengan didirikannya Sekolah dasar di 

Muaratais I yang mana anak-anak di desa tersebut bersekolah disana. Tidak 

kalah pentingnya agama juga sangat menjadi hal utama di Desa Muarataia I, 

100 % masyarakatnya menganut agama Islam. Pendidikan agama juga 

diterapkan di desa muaratais I, dengan menambah jam sekolah di madrasah di 

desa tersebut. 

Di Desa Muaratais I terdapat satu mesjid yang berada di tengah-tenga 

desa yaitu mesjid Miftahul Jannah, dan 4 surau yang berada di dekat 

pemandian-pemandian masyarakat. Kegiatan-kegiatan keagamaan juga 

banyak ditemukan di desa ini, misalnya sholat berjama’ah di mesjid, 

pengajian ibu-ibu maupun anak gadis serta Majelis Ta’lim yang rutin 

dilaksanakan setiap jumat malam. Seperti itulah pendidikan dan keagamaan 

yang ada di Desa Muaratais I. 



B. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilaksanakan ini adalah jenis penelitian Kualitatif dengan 

bentuk studi lapangan (Field Research), yang bersifat deskriptif yaitu penelitian 

yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, 

gejala, atau kelompok-kelompok tertentu.
2
  

Penelitian ini mengkaji bentuk, aktivitas, karekteristik, perubahan, 

hubungan, kesamaan dan perbedaannya dalam fenomena yang lain. Pendekatan 

ini ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa penelitian ini bertujuan untuk 

menggambarkan bagaimana cara pembagian harta warisan dan waktu pembagian 

harta warisan tersebut dalam masyarakat Desa Muaratais I Kecamatan Batang 

Angkola, dalam judul penelitian ”Persepsi Masyarakat tentang Pelaksanaan 

Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus  di Desa Muaratais Kec. Batang 

Angkola).” 

C. Informan Penelitian 

Untuk memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan informan. 

Informan adalah orang yang akan diwawancarai, dimintai informasi oleh 

pewawancara. Informan penelitian adalah orang yang menguasai dan memahami 

data  informasi atau objek penelitian. Pengambilan sampel terhadap Informan 

dilakukan  berdasarkan purposive sampling. Purposive sampling adalah penarikan 

sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan 
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tertentu.
3
 Misalnya orang memiliki tingkat pendidikan tertentu, usia tertentu, 

jabatan tertentu dan keaktifan dalam mengikuti kegiatan masyarakat tertentu. 

Untuk menentukan informan  sebagai sumber informasi dari penelitian ini 

informan ditentukan berdasarkan tujuan tertentu, dengan memenuhi syarat-syarat 

yang harus dipenuhi, seperti yang dijelaskan Suharsimi Arikunto, yaitu : 

1. Pengambilan smapel harus berdasarkan ciri-ciri, sifat-sifat atau 

karakteristik yang merupakan ciri-ciri populasi. 

2. Sujek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek 

yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi. 

3. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam 

studi pendahuluan.
4
 

Dengan demikian peneliti menentukan beberapa informan penelitian yang 

dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan dan telah memenuhi syarat-syarat 

di atas, yaitu: 

1. Kepala Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola yaitu Bapak 

Bahrianto. 

2. Tokoh Agama adalah tokoh-tokoh agama yang ada di Desa Muaratais I 

Kecamatan Batang Angkola yang dianggap oleh peneliti bisa 

memberikan data yang diperlukan oleh peneliti. 
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3. Tokoh Adat, adalah beberapa toko adat yang ada di Desa Muaratais I 

Kecamatan Batang Angkola yang dianggap oleh peneliti bisa 

memberikan data yang diperlukan oleh peneliti. 

4. Pelaku yaitu orang-orang yang menjadi subjek penelitian yaitu orang-

orang yang melakukan pembagian harta warisan. 

D. Sumber Data 

Ada dua jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu Sumber data 

primer dan sumber data skunder. Sumber data primer merupakan data yang 

diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran 

atau alat pengambilan data langsung pada subjek penelitian sebagai sumber data 

yang dicari.
5
 Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah masyarakat desa 

muaratais I yang terdiri dari raja desa Muaratais I, tokoh adat, alim ulama, serta 

masyarakat desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola yang dianggap memiliki 

kaitan dengan penelitian ini. 

Sumber data skunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, yang 

diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian.
6
  Data skunder sebagai pelengkap 

yang di butuhkan dalam penelitian ini. Sumber data sekunder dapat dibedakan 

dalam penelitian hukum menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-
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bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum 

tertier
7
 : 

1. Bahan Hukum Primer 

Adalah bahan hukum yang mengikat, dalam bahan hukum 

primer ini peneliti akan menelaah : 

a. Al-Quran. 

b. Al-Hadist. 

c. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tantang Kompilasi Hukum 

Islam 

2. Bahan Hukum Sekunder  

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap 

bahan hukum primer. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan buku-

buku lain dan karya ilmiyah yang mempunyai relevansi dengan 

permasalahan yang dikaji misalnya:   

a. Amir Syarifuddin. Hukum Kewarisan  Islam, Kencana 

Prenada Media Group Jakarta, 2008.  

b. Suparman Usman dan Yusuf Samawinata. Fiqh Mawaris, 

Gaya Media Pratama, Jakarta, 2002. 

c. Abi Isa Muhammad bin Isa. Sunan at-Tarmidzi, Juz III, 

Darul Hadits, Kairo, t.th. 
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d. Abi Abdullah, Shohih Bukhori, Dar al-Kitab Ilmiah, Beirut 

1992. 

3. Bahan Hukum Tertier  

Adalah bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan-bahan primer dan bahan hukum sekunder, misalnya 

Kamus-kamus Bahasa indonesia, Kamus Bahasa Arab-Indonesia dan 

sebagainya. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas dua yaitu 

melalui wawancara dan penyebaran angket. 

1. Wawancara 

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam 

percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.
8
 Wawancara 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang mendalam 

dan tidak berstruktur, maksudnya wawancara yang bersifat tergantung 

dengan keadaan atau subjek,
9
 susunan kata-kata dalam setiap 

pertanyaan dapat di ubah pada saat wawancara.  

Teknik wawancara sangat efektif dalam sebuah penelitian, 

karena bisa merangsang langsung subjek penelitian. Dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh 
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informasi secara langsung dari subjek penelitian tentang bagaimana 

pendapat informan sebagai subjek penelitian tentang pelaksanaan 

pembagian harta warisan (studi kasus di Desa  Muaratais I Kec. Batang 

Angkola. 

2. Kuesioner (angket) 

Pertanyaan-pertanyaan yang telah tersusun secara kronologis 

dari yang umum kepada yang khusus untuk diberikan pada 

responden/informan yang umumnya merupakan daftar pertanyaan 

lazimnya disebut kuesioner (angket).
10

 Dalam penelitian ini peneliti 

juga melakukan penyebaran angket untuk mendukung informasi yang 

telah didapatkan. Angket disebarkan kepada suatu kelompok individu, 

dimana angket tersebut memuat masalah pembagian harta warisan 

dikalangan masyarakat untuk memperoleh data tentang pelaksanaan 

pembagian harta warisan (studi kasus  di desa Muaratais Kec. Batang 

Angkola).  

Dalam penelitian ini angket disebarkan kepada informan yang 

terdiri dari 30 orang yang terdiri dari 5 orang Tokoh Agama, 5 orang 

Tokoh Adat, 20 orang masyarakat. 
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F. Pengelolaan dan Analisis Data 

Data yang diperoleh melalui  penelitian kepusatakaan maupun data yang 

diperoleh melalui penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis 

secara kualitatif yaitu  analisis data dengan mengelompokkan dan menyelidiki data 

yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, 

kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, 

sehingga diperoleh jawaban atas permasalahaan yang diajukan. Selanjutnya 

penulis menggunakaan metode  deskriptif yaitu metode penyampaian dari hasil 

analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya di 

lapangan. Analisa dilakukan secara kualitatif, berlaku bagi kasus yang diteliti dan 

hasil analisa tersebut dilaporkan dalam bentuk skripsi. 

Data yang diperoleh dari hasil penyebaran angket atau kuesioner diperiksa 

kembali untuk mencek apakah masih ada angket yang belum terisi, kemudian 

memberi kode terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tujuannya untuk 

memudahkan peneliti dalam analisa data, kemudian melakukan tabulasi data.
11

  

Sedangkan data yang diperoleh dari angket akan dioleh dengan 

mentabulasi setiap jawaban responden pada tabel  tabulasi. Jawaban responden 

yang ditabulasi diberi skor pada rentang 1 – 4. Untuk jawaban positif yang 

memilih a diberi skor 4, b diberi skor 3, c diberi skor 2 dan d diberi skor 1. 
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Analisis data dilakukan dengan cara kuantitatif dengan  mencari persentasi 

analisa data digunakan rumus distribusi frekuwensi relatif, yaitu :
12

  

P =  x 100 % 

Keterangan : 

F = frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

N = juml ah frekuensi/ banyaknya individu 

P = angka presentase 

Selelah itu menyusun redaksi data dalam kalimat, mendeskripsikan data secara 

sistematis, serta mengambil kesimpulan dari pembahasan  yang dilaksanakan. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN  

A. Deskripsi Data  

1.  Kondisi Masyarakat Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola 

Penelitian ini bertujuan mengungkap bagaimana persepsi masyarakat 

desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola tentang pelaksanaan pembagian 

harta warisan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah masyarakat desa 

Muaratais I kecamatan Batang Angkola yang terdiri dari beberapa lapisan 

masyarakat yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penelitian ini yaitu 

kepala desa, tokoh adat dan tokoh agama dan masyarakat yang telah 

melaksanakan pembagian harta warisan. Adapun kondisi informan ini akan 

diuraikan sebagai berikut :  

a. Informan Berdasarkan Usia 

TABEL IV 

KEADAAN INFORMAN BERDASARKAN USIA 

NO Tingkat usia Jumlah Persentase 

1 27 – 32  tahun 4 13,3 % 

2 33 - 38  tahun 5 16,7 % 

3 39 - 43  tahun  7  23,3 % 

4 44 – 49 tahun 5       16,7 % 

5 50 – 54 tahun 3       10   % 

 55 tahun ke atas 6        20 % 

Jumlah 30 100 % 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat informan yang berumur 27-32 

tahun berjumlah 4 orang dengan persentase 13,3 %, informan yang 



berumur 33-38 tahun berjumlah 5 orang dengan persentase 16,7 %, 

informan yang berumur 39-43 tahun ke atas berjumlah sebanyak 7 orang 

dengan persentase 23,3 %, informan yang berumur 44-49 tahun ke atas 

berjumlah sebanyak 5 orang dengan persentase 16,7 %, informan yang 

berumur 50-54 sebanyak 3 orang dengan persentase 10 %, informan yang 

berumur 55 tahun ke atas berjumlah sebanyak 6 orang dengan persentase 

20 %. Hasil tabel di atas menunjukkan bahwa informan yang paling 

banyak adalah pada umur antara 39-43 tahun dengan persentase 23,3 % 

dari informan yang ada.  

b. Informan Berdasarakan Tingkat Pendidikan 

Ditinjau dari jenjang pendidikan, pendidikan informan dapat 

dikatakan masih rendah, khususnya pendidikan dibidang ilmu 

pengetahuan agama. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 

TABEL V 

KEADAAN INFORMAN BERDASARKAN  

TINGKAT PENDIDIKAN 

 

No Kualifikasi Pendidikan Jumlah Persentasi 

1 Sekolah Dasar 10 33,3 % 

2 SLTP/ Sederajat 7 23,3 % 

3 SMA/Sederajat 8 26,7 % 

4 Perguruan Tinggi 5 16,7 % 

Jumlah 30 100   % 

 

Data di atas dapat dilihat bahwa kondisi informan yang 

berpendidikan SD sebanyak 10 orang dengan persentase 33,3 %, informan 



yang berpendidikan SLTP/Sederajat sebanyak 7 orang dengan persentase 

23,3 %, informan yang berpendidikan SMA/Sederajat sebanyak 8 orang 

dengan persentase 26,7 %, dan informan yang berpendidikan perguruan 

tinggi sebanyak 5 orang dengan persentase 16,7 %. 

Tingkat pendidikan masyarakat desa Muaratais I tentunya sangat 

berpengaruh terhadap kehidupan mereka sehari-hari, demikian juga 

terhadap masalah ibadah khususnya warisan, menyadari akan kondisi di 

atas dan mengingat pentingnya ilmu pengetahuan terutama dalam 

mencapai keselamatan dunia dan akhirat, demi berjalannya syariat Islam. 

Membagi harta warisan dengan tidak menggunakan hukum Islam sesuai 

dengan aturan yang telak tercantum dalam al-Qur’an bukan karena 

pendidikan yang rendah namun keinginan untuk menjalankan hukum 

Islam tidak ada serta kurang paham tentang hukum tersebut. Iulah yang 

menjadi penyebab mereka tidak menggunakan hukum Islam dalam 

membagikan warisan.  

c. Informan Berdasarkan Jenis Pekerjaan 

Ditinjau dari jenis pekerjaan informan yang cukup beragam 

maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 

TABEL VI 

KEADAAN INFORMAN BERDASARKAN PEKERJAAN 

 

No Jenis Pekerjaan Jumlah Persentasi 

1 Petani 23 76,7 % 

3 PNS 4 13,3 % 



4 Pedagang 3            10     % 

Jumlah 30 100 % 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kondisi pekerjaan 

informan rata-rata sebagai petani yang mencapai jumlah 23 orang dengan 

persentase 76,7 %, Karena memang rata-rata masyarakat di desa 

Muaratais I bermata pencaharian sebagai petani. 

2.  Persepsi Mayarakat tentang Metode Pembagian harta Warisan (Studi 

Kasus di Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola) 

Warisan merupakan harta yang ditinggalkan oleh pewaris untuk 

dibagikan oleh ahli warisnya. Pemahaman responden mengenai warisan akan 

terlihat pada tabel berikut ini: 

Tabel VII 

Pemahaman responden tentang warisan 

 

 

 

 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa semua responden  memahami apa 

yang dimaksud dengan warisan dan jawaban yang diberikan semua 

menyatakan bahwa warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh orangtua 

untuk ahli warisnya.  

No Alternatif Jawaban F Persentase % 

1 Sangat Tahu  - - 

2 Tahu 30 100 

3 Cukup Tahu  - - 

4 Tidak Tahu - - 

Jumlah 30 100 



Pembagian harta warisan menggunakan hukum  Islam adalah 

pembagian yang dilakukan sesuai dengan apa yang ditetapkan Allah dalam al-

Qur’an. Berikut ini adalah tanggapan responden tentang tata cara pembagian 

harta warisan menurut hukum Islam yang dilakukan oleh peneliti dalam tabel 

berikut ini: 

Tabel VIII 

Cara pembagian harta warisan menurut hukum Islam   

 

 

 

 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang cara 

pembagian harta warisan menurut hukum Islam sebanyak 40 % mengatakan 

tahu,  23,33 % cukup tahu dan 36,67 % tidak tahu cara pembagian  harta 

warisan secara hukum Islam. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar responden mengetahui cara pembagian harta warisan. 

Tidak banyak orang tahu cara pembagian harta warisan menurut hkum 

Islam meskipun ada hanya sebagian kecil saja dan hanya untuk orang-orang 

kaya yang mempunyai harta banyak itupun pasti pelaksanaan pembagian 

No Alternatif Jawaban F Persentase % 

1 Sangat Tahu  - - 

2 Tahu 12                40       

3 Cukup Tahu  7 23,33   

4 Tidak Tahu 11 36,63   

Jumlah 30              100       



hartanya bukan dengan menggunakan hukum Islam tetapi lebih kepada 

hukum adat yang ada.
1
 

Hasil penelitian peneliti di Desa Muaratais I kecamatan Batang 

Angkola, keadaan masyarakat yang begitu kental dengan adat istiadat bukan 

hanya dalam hal pernikahan juga dalam hal pembagian harta warisan 

masyarakat tidak menggunakan hukum Islam melainkan hukum adat baik 

dalam  cara pembagian harta warisan. Hukum adat telah menjadi patokan bagi 

masyarakat dalam menangani masalah harta warisan. Berikut ini adalah 

tanggapan responden tentang cara pembagian harta warisan secara hukum 

adat. 

Tabel IX 

Cara pembagian harta warisan menurut hukum Adat   

 

 

 

 

 

Terlihat dari tabel di atas bahwa jawaban responden tentang cara 

pembagian harta warisan menurut hukum adat, sebanyak 63,33 menyatakan 

sangat tahu 20 % menyatakan tahu dan 16, 67 % menyatakan cukup tahu. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari responden sangat tahu tentang 
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No Alternatif Jawaban F Persentase % 

1 Sangat Tahu  19 63,33 

2 Tahu 7                20       

3 Cukup Tahu  11 16,67   

4 Tidak Tahu - -   

Jumlah 30              100       



pembagian harta warisan secara hukum adat dan tidak ada yang tidak 

mengetahuinya.  

Pelaksanaan pembagian harta warisan dalam masyarakat 

menggunakan hukum adat bukanlah hal yang lain lagi, semua orang yang 

akan membagikan harta warisan selalu berpedoman kepada hukum adat sebab 

lebih mudah.
2
 

Ada beberapa metode yang dipakai oleh masyarakat desa Muaratais I 

dalam Pelaksanaan pembagian harta warisan yaitu: 

1. Pembagian Harta Warisan dengan Cara Main Tunjuk 

Kebiasaan masyarakat Desa Muaratais I yang cenderung 

kepada hukum adat dalam membagikan harta warisan yang di 

kenal dengan istilah “main tunjuk”.  Pembagaian harta warisan 

dengan menggunakan hukum adat sangat mudah dan tidak repot 

hanya dengan mengumpulkan para ahli waris dan menentukan 

bagiannya setelah itu semua akan selesai”.
3
  Dalam artian saat akan 

dibagikan harta warisan semua ahli waris akan berkumpul dirumah 

pusaka. Setelah semua berkumpul, ahli waris yang paling tua 

memulai pembagian harta warisan dengan menentukan sendiri 

bagian dari ahli waris yang lainnya. 
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2. Pembagian Harta Warisan Melalui Jalan Perdamaian 

Pembagian harta warisan ada juga yang dikenal dengan 

perdamaian (hukum adat) namun pembagian dengan jalan ini 

dilakukan setelah semua ahli waris mengetahui kadar  bagaian 

yang akan dia terima sesuai dengan hukum Islam, hal ini 

tercancum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183 “para ahli 

waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagaian 

harta warisan setelah msing-masing menyadari bagaiannya. Namun 

yang jadi masalah masyarakat tidak pernah melakukan hal tersebut 

sesuai dengan yang ditentukan dalan pasal 183 Kompilasi Hukum 

Islam. Kita akan melihat bagaimana reponden menanggapi hal ini 

melalui tabel berikut ini: 

Tabel X 

Pembagian harta warisan dengan jalan damai (hukum 

adat) dilakukan setelah masing-masing ahli waris tahu 

bagiannya sesuai dengan yang ditetapkan dalam al-Qur’an 

 

 

 

 

 

 

    

Jawaban  responden tentang pembagian harta warisan 

dengan jalan damai dilakukan setelah masing-masing ahli waris 

mengetahui kadar bagian masing-masing dalam harta warisan 

No Alternatif Jawaban F Persentase % 

1 Sangat Tahu  - - 

2 Tahu 1   3,33 

3 Cukup Tahu  4 13,33 

4 Tidak Tahu 25 83,34 

Jumlah 30 100 



sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam al-Qur’an, 

sebanyak 3,33 % tahu, 13,33% cukup tahu, dan 83, 34 % 

responden tidak tahu. Jadi dapat disimpulkan bahwa  pembagian 

harta warisan dengan jalan damai dilakukan oleh masyarakat 

tanpa mengetahui bagian yang seharusnya ia terima sesuai 

dengan hukum Islam sebelumya. 

Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan Bapak 

Saukani yang menyatakan bahwa pembagian dengan jalan 

damai ini dilakukan agar tidak terjadi pertengkaran di antara 

ahli waris apabila dia merasa tidak adil dalam pembagiannya, 

tidak ada penjelasan sebelumnya mengenai jumlah bagian yang 

akan diterima.
4
 

3. Menyesuaikan dengan Pembagiannya dengan Far idh 

Pembagian harta warisan dengan menyesuaikan 

pembagiannya dengan far idh juga dilakukan masyarakat desa 

muaratais .Hal ini ditemukan oleh peneliti melalui hasil dengan 

Bapak Darwin Siregar Pembagian harta warisan dilakukan sesuai 

dengan kadar yang ditentukan dalam  ilmu far idh hanya saja 

tidak ada pengumpulan harta secara keseluruhan, cukup dengan di 
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tunjuk secara acak dan kadarnya telah disesuaikan dengan kadar 

yang ditetapkan bila di-far idh- kan.
5
  

Namun dalam wawancara selanjutnya ketika ditanyakan 

apakah bagian tersebut telah sesuai dengan yang semestinya bila 

dihitung secara ilmu far idh, beliau menjawab tidak tahu dan 

tidak mengerti. Dari sini terlihat bahwa masyarakat belum 

memahami tentang pembagian harta warisan secara hukum Islam.  

Pembagian harta warisan secara hukum adat hanya 

memberikan harta warisan hanya kepada ahli waris yang terdekat 

saja tidak sesuai dengan hukum syara’, karena syara’ telah 

menentukan orang-orang yang mesti mendapatkan bagian dan 

tidak terhijab atau terhalang. 

4.  Menyamakan Hak Laki-laki dengan Perempuan 

Terdapat suatu hal yang sangat menarik dalam pembagian 

harta warisan dalam hukum adat dan sangat berbeda dengan apa 

yang telah ditentukan dalam ajaran Syari’at Islam. Firman Allah 

dalam surah An-Nisa ayat 11: 

                       …    

Artinya:  Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka 

untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak 
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lelaki sama dengan bagahian dua orang anak 

perempuan….
6
 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa  bagian seorang anak laki-

laki adalah dua kali bagian anak perempuan (2:1), kewajiban laki-

laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar 

maskawin dan memberi nafkah. Namun dalam hukum adat bagian 

anak perempuan dengan bagian anak laki-laki sama besar yaitu 

1:1 dalam harta warisan. Kita akan melihat tanggapan dari 

responden mengenai hal tersebut melalui tabel berikut ini: 

Tabel  XI 

Persepsi mayarakat tentang bagian anak laki-laki dan anak                

perempuan dalam harta warisan menurut hukum Islam 

 

 

 

 

 

 

Tabel di atas menunjukkan jawaban  responden tentang 

bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam hukum 

Islam, sebanyak  46,67% menjawab tahu, 53,33 % menjawab 

tidak tahu. Jadi dapat disimpulkan sebagian besar responden tidak 
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No Alternatif Jawaban F Persentase % 

1 Sangat Tahu  - - 

2 Tahu 14  46,67 

3 Cukup Tahu  - - 

4 Tidak Tahu 16 53,33 

Jumlah 30 100 



tahu berapa bagian yang diterima oleh anak laki-laki dan anak 

perempuan.  

Hal ini didukung hasil wawancara dengan bapak 

Syaruddin yang mengatakan bahwa ini disebabkan karena 

kebiasaan masyarakat di Desa Muaratais I mulai dahulu, meski 

pada dasarnya mengetahui bagian anak laki-laki dan anak 

perempuan menurut hukum Islam adalah 2:1 dengan alasan untuk 

menyelamatkan hak perempuan.
7
  

Kemudian ditambah hasil wawancara dengan Bapak Bayo 

Siregar yang mengatakan bahwa pembagian harta warisan dalam 

hukum adat itu dibagikan tidak membedakan jenis kelaminnya, 

laki-laki dan perempuan itu sama, laki-laki mendapatkan satu 

bagian seperti halnya perempuan.
8
 

Banyak ahli waris yang tidak mengetahui berapa bagian 

yang ia terima dari harta warisan tersebut, ini terlihat dari tabel 

dibawah ini : 
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Tabel XII 

Bagian yang akan terima dari harta warisan   

 

 

 

 

 

 Tabel di atas menunjukan jawaban  responden tentang 

bagian yang akan diterima dalam harta warisan, sebanyak 66, 67 

% respondent idak tahu, 30 %  tahu dan 3,33 % cukup tahu. Jadi 

dapat disimpulkan sebagian besar responden tidak mengetahui 

bagian yang akan ia terima dalam harta warisan. 

Hal ini didukung hasil wawancara dengan Ibu Sariani  

Siregar mengatakan bahwa besar bagian yang diterima adalah 

tergantung pemberian dari saudara tertua. “sadia dilehen iboto 

niba saima dijagit asal ulang martongkari sajo”.
9
 

Pembagian harta warisan yang menggunakan hukum adat 

dalam pembagiannya membuat banyak masyarakat melupakan 

ilmu far idh itu sendiri. Masyarakat tidak mengetahui besar 

bagian yang mereka terima dalam  hukum adat apakah sesuai 

dengan bagian yang telah ditetapkan oleh Allah dalam al-Qur’an, 

ini dapat kita lihat dalam tabel berikut ini: 
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No Alternatif Jawaban F Persentase % 

1 Sangat Tahu  - - 

2 Tahu 9             30 

3 Cukup Tahu  1      3,33 

4 Tidak Tahu 20    66,67 

Jumlah 30           100 



Tabel XIII 

Bagian yang diterima dalam pembagian dengan 

menggunakan hukum adat sesuai dengan yang ditetapkan 

dalam al-Qur’an 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel di atas menunjukkan jawaban responden tentang 

bagian yang diterima dalam pembagian dengan cara hukum adat 

dengan apa yang ditetapkan dalam al-Qur’an, sebanyak 10 % tahu, 

90 % tidak tahu. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

responden tidak tahu bagian yang mereka terima dengan 

menggunakan hukum adat sesuai dengan yang tepah ditentukan 

dalam al-Qur’an. 

5. Mengundi dengan jalan cabut lotre 

Cara yang digunakan masyarakat dalam pembagian harta 

warisan yang terakhir adalah dengan cara cabut lotre. Cara yang 

terakhhir ini cara yang sangat unik dengan alasan yang 

dikemukakan adalah agar para ahli waris tidak banya tuntutan. 

Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

dengan Ibu Sariani yang menyatakan “Dulu ayah sebelum ia 

meninggal ia meninggalkan bebarapa sobekan kertas yang dibuat 

No Alternatif Jawaban F Persentase % 

1 Sangat Tahu  - - 

2 Tahu 3 10 

3 Cukup Tahu  - - 

4 Tidak Tahu 27 90 

Jumlah 30 100 



dalam toples beliau berpesan kelak jika ia meninggal harta warisan 

dibagikan dengan mengambil satu lembar kertas untuk setiap ahli 

waris, apapun yang tertulis di dalam kertas, itu menjadi hak 

miliknya.”
10

 

Disamping dari alasan-alasan tersebut di atas alasan 

masyarakat kenapa lebih memilih untuk menggunakan hukum adat 

dari pada hukum Islam itu dikarenakan masyarakat belum paham 

bagaimana pembagian harta warisan itu menurut hukum Islam 

yang sebenarnya. Selain itu pembagian harta warisan dengan 

menggunakan hukum adat lebih menguntungkan perempuan 

karena bisa mendapatkan bagian yang lebih besar dari pada 

menggunakan hukum Islam.
11

 

A. Analisis Penulis 

Hasil penelitian peneliti dan informasi yang diperoleh mulai dari 

wawancara hingga penyebaran angket dilapangan penulis melihat bahwa 

pembagian harta warisan menurut hukum Islam (far idh) tidak teraplikasi 

dengan semestinya. Masyarakat melakukan pembagian harta warisan sesuai 

dengan kebiasaan yang telah melekat sejak dulu (adat). Ini terlihat dari hasil 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti seta hasil penyebaran angket. Dari 30 

                                                 
10

 Nur Dina. Masyarakat, Wawancara, Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola,  tanggal  

18 Juni  2011. 
11

 Nur Ainun. Masyarakat, Wawancara, Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola,  

tanggal  18 Juni  2011. 



responden hanya 12 orang responden yang tahu tentang pembagian harta warisan 

menurut hukum Islam yang bila dipersentasekan sebesar 40 %, sementara dari 30 

sebanyak 19 orang responden tahu tentang pembagian harta warisan menurut 

hukum adat yang bila dipersentasekan sebesar 63,33 %. 

Pengetahuan masyarakat tentang hukum waris sangat memprihatinkan. 

Inilah yang menyebabkan kurang teraplikasinya hukum Islam itu dalam hal 

pembagian harta warisan. Menurut peneliti ini disebabkan  kurangnya 

pengetahuan masyarakat tentang aturan-aturan dalam ilmu waris karena menurut 

mereka aturan itu sangat rumit dan akhirnya memilih cara yang lebih praktis. 

Pengetahuan masyarakat sangat penting dalam terlaksanakan hukum Islam itu 

sendiri. Karena tanpa pengetahuan maka sesuatu tidak dapat dilaksanakan. 

Masyarakat mengetahui bahwa harta  warisan itu untuk dibagikan, namun metode 

yang dipakai dalam pembagian harta warisan ini berbeda dengan apa yang telah 

ditetapkan Allah SWT dalam al-Qur’an. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Pembagian harta warisan telah diatur oleh Allah SWT dalam al-Qur’an 

secara akurat dan adil sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Dari hasil 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

dalam masalah kewarisan masyarakat di Desa Muaratais I masih di pengaruhi 

oleh hukum adat, pengetahuan masyarakat tentang warisan masih kurang, 

sosialisasi hukum, serta kurangnya kesadaran untuk menjalankan hukum Islam. 

Pembagian harta warisan baru akan dilaksanakan setelah meninggal kedua 

orangtua dengan berbagai alasan yang dikemukakan seperti: 

1. Untuk menghormati orangtua yang masih hidup 

2. Untuk menghilangkan kesan bahwa ahli waris menginginkan orang 

tua yang masih hidup meninggal dunia 

3. Untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan 

terjadi bila dilakukan pembagian harta warisan. 

Pembagian harta warisan menurut hukum Islam tidak teraplikasi dengan 

semestinya. Masyarakat melakukan pembagian harta warisan sesuai dengan 

kebiasaan yang telah melakat sejak dulu (adat). Ini terlihat dari hasil wawancara 

yang dilakukan oleh peneliti serta hasil penyebaran angket. Dari 30 responden 

hanya 12 orang yang tahu tentang pembagian harta warisan menurut hukum Islam 



yang bila dipersentasekan sebesar 40%, sementara dari 30 orang sebanyak 19 

orang responden tahu tentang pembagian harta warisan menurut hukum  adat 

yang bila dipersentasekan sebesar 63,33 %. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat Desa Muaratais I 

tentang kewarisan Islam masih  sangat kurang, tidak memahami konsep 

pembagian harta warisan menurut hukum Islam, serta kurangnya keinginan atau 

minat dalam menjalankan hukum Islam khususnya dalam pembagian harta 

warisan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di atas yang telah memberikan kesimpulan 

bahwa pembagian harta warisan dilakukan di desa Muaratais I Kecamatan Batang 

Angkola dilakukan setelah meninggal kedua orangtua dan dengan cara pembagian 

menggunakan hukum adat dalam artian hukum Islam tidak dilaksanakan dengan 

efektif. Dengan demikian peneliti tidak lupa menyampaikan saran kepada: 

1. Untuk masyarakat Desa Muaratais I hendaknya berusaha meningkatkan ilmu 

pengetahuan dan wawasan tentang hukum Islam dan peraturan Undang-

undang yang berlaku di lingkungan masyarakat terutama yang berkaitan 

dengan kewarisan Islam. 

2. kepada tokoh agama agar lebih sering membahas masalah Kewarisan hukum 

Islam. 



3. Kepada Bapak kepala Desa Muaratais I hendaknya bekerjasama dengan 

pemerintah untuk mensosialisasikan Hukum Islam khususnya masalah 

Kewarisan Islam di Desa Muaratais I  

4. Kepada pemuka adat menyarankan masyarakat untuk melaksanakan 

pembagian harta warisan seauai hukum Islam agar hukum Islam berjalan 

sebagaimana mestinya. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

Pertanyaan untuk Kepala  Desa  

1. Apakah ibu kota dari desa Muaratais I kec. Batang Angkola? 

2. Bagaimanakah keadaan desa Muaratais I kec. Batang Angkola? 

3. Berapa luas dan batas-batas desa Muaratais I kec. Batang Angkola? 

4. Bagainakah keadaan masyarakat desa Muaratais I kec. Batang Angkola? 

5. Berapa jumlah masyarakat desa Muaratais I kec. Batang Angkola? 

6. Apakah mata pencaharian masyarakat desa Muaratais I kec. Batang Angkola? 

Pertanyaan untuk Alim Ulama 

1. Apakah di desa Muaratais I kec. Batang Angkola pernah diadakan pengajian 

majlis ta’lim ? 

2. Bagaimanakah minat masyarakat desa Muaratais I kec. Batang Angkola tentang 

keagamaan? 

3. Apakah materi pengajian itu pernah mambicarakan masalah warisan? 

4. Bagaimanakah pembagian harta warisan menurut ilmu faraidh? 

5. Bagaimanakah pembagian harta warisan di desa Muaratais I kec. Batang 

Angkola, sesuaikah dengan hukum islam 

Pertanyaan untuk Tokoh Adat 

1. Bagaimanakah pengaruh adat dalam kehidupan masyarakat desa Muaratais I kec. 

Batang Angkola? 



2. Bagaimanakah pengaruh adat dalam hal pembagian harta warisan pada 

masyarakat desa Muaratais I kec. Batang Angkola? 

3. Bagaimanakah  hukum adat mengatur tentang pembagian harta warisan ? 

4. Apakah faktor yang mempengaruhi hal tersebut ? 

Pertanyaan kepada masyarakat yang telah membagi harta warisan 

1. Apakah yang bapak/ibu ketehui mengenai warisan? 

2. Bagaimanakah pembagian harta warisan yang bapak/ibu ketahui? 

3.  Bagaimanakah pembagian harta warisan yang bapak/ibu lakukan dalam 

masyarakat? 

4. Apa faktor yang menyebabkannya? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANGKET PENELITIAN 

Petunjuk Pengisian Angket: 

a. Tulis nama pada tempat yang telah tersedia 

b. Isilah dengan jujur sesuai yang anda ketahui 

c. Beri tanda silang (X) sesuai jawaban anda 

NAMA : ……………………………….. 

PEKERJAAN : ……………………………….. 

JABATAN : ……………………………….. 

 

1. Apakah Bapak / Ibu tahu apa yang dimaksud dengan warisan? 

a. Sangat Tahu  

b. Tahu 

c. Cukup Tahu 

d. Tidak Tahu 

 

2. Apakah Bapak / Ibu tahu cara pembagian warisan menurut Hukum Islam ? 

a. Sangat Tahu 

b. Tahu 

c. Cukup Tahu 

d. Tidak Tahu 

 

3. Apakah Bapak / Ibu tahu cara pembagian warisan menurut hukum adat ? 

a. Sangat Tahu 

b. Tahu 

c. Cukup Tahu 

d. Tidak Tahu 

 



4. Apakah Bapak / Ibu tahu bahwa pembagian harta warisan dengan jalan damai 

dilakukan setelah masing-masing ahli waris tahu bagiannya sesuai dengan yang 

ditetapkan  dalam al-Qur’an? 

a. Sangat Tahu 

b. Tahu 

c. Cukup Tahu 

d. Tidak Tahu 

 

5. Apakah Bapak / Ibu tahu bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan  

menurut hukum Islam? 

a. Sangat Tahu 

b. Tahu 

c. Cukup Tahu 

d. Tidak Tahu 

 

6. Apakah Bapak / Ibu tahu bagian yang akan diterima dalam harta warisan? 

a. Sangat Tahu 

b. Tahu 

c. Cukup Tahu 

d. Tidak Tahu 

 

7. Apakah bagian yang Bapak/Ibu tahu  bagian yang Bapak/ Ibu terima sesuai 

dengan bagian yang yang ditetapkan dalam al-Qur’an? 

a. Sangat Tahu 

b. Tahu 

c. Cukup Tahu 

d. Tidak Tahu 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1. HALAMAN JUDUL s.d DAFTAR TABEL
	1. HALAMAN JUDUL s.d DAFTAR TABEL
	3. ABSTRAKSI
	1. HALAMAN JUDUL s.d DAFTAR TABEL
	1. HALAMAN JUDUL s.d DAFTAR TABEL
	2. PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
	1. HALAMAN JUDUL s.d DAFTAR TABEL
	4. BAB I
	5. BAB II
	6. BAB III
	7. BAB IV
	8. BAB V
	9. PEDOMAN WAWANCARA
	10. ANGKET PENELITIAN
	11.  SURAT MOHON BANTUAN INFORMASI PENYELESAIAN SKRIPSI
	12. SURAT KETERANGAN DARI KEPALA DESA
	13. DAFTAR RIWAYAT HIDUP

